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il didplin ilmu. Saya berharap kiranya buku ini dapat memberi
Wit bl masyarakat umum. Akhimya, atas nama Rektor dan Civitas
demilln Universitas Negeri Gorontalo menyampaikan selamat kepada
linyi. Semoga usaha dan gagasan yang baik ini dapat disambut
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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis
dapat  menyusun buku  dengan  judul “PROBLEMATIKA
PERTAMBANGAN RAKYAT DAN SOLUST ((Dililiwt Dari Persfektif
Hukm). "

keberadaan buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk
dapat  memahami persoalan yang terkait dengan pertambangan rakyat.
serta akibat yang dapat ditimbulkan, jika pertambangan rakyat dilakukan
secara illegal.

Adapun materi-materi yang disajikan dalam buku ini disusun secara
praktis dan sistematis agar mudah dipahami oleh mahasiswa.

Penulis mengharapkan saran yang bersifat konstruktif, demi
kesempurnaan buku ini.Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penvusunan buku
tersebut.Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca. Amin,

Gorontalo, Juli 2014

Penulis
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l-u_i Wl sdalah karunia Tuhan Yang Maha Esa vang perlu
". i balk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf
W Sumber daya alam baik mineral maupun batubara adalah
h!:._ kekoyaon  alam  yang tidak dapat  diperbaharui
. dehingen pengelolaan yang tidak arief dan bijak dapat
hubisnyn sumber kekayaan alam tersebut di masa yang
D I sebaby itu sangat diperlukan komitmen bersama dalam
Mt mengusahakan  sumber daya  alam  ini untuk
iy,

Bl Negarn yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara
(sl hal tersebut selain harus diawali dengan proses
§ Proses pengaturan tersebut seyogyanya berisi norma hukum
Wi juklan adanya komitmen dalam malaksanakan keinginan
WKL mengelols usaha pertambangan yang berkelanjutan serta
Wil Hinghungan, Di Indonesia,Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang
LN felal menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam
iwithandung i dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan
e untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna
(Wnghnsann Negara atas  kekayaan alam  ditujukan  untuk
Wb siiian rakyat Indonesia itu sendiri.Pengelolaan tambang diharapkan
W meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  termasuk  usaha
ibiipnn vang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan

rukyat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
I'ertambangan Mineral Dan  Batubara telah memberikan
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i oleh rakyar di daerah ini.' Mengawali penyusunan rancangan
dnerah, maka telah disusun naskah akademik yang nantinyva
I Imemat point-point penting yang perlu diatur, sehingga
Wi menjuadi cikal bakal rancangan draft Peraturan Daerah.
Hunkah nkademik ini diharapkan akan menjadi salah satu bagian
Wijkan - dolam bidang  hukum  terkait dengan pengaturan
finn fikyat di daerah sebagimana amanat Undang-Undang
I3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

kewenangan pengaturan persoalan terkait dengan pertambangan rakyl
bahkan memperluas Kewenangan dengan cara memberikan kewenangi
kepada pemerintah daerah dalam mengatur dengan menerbitkan Peratufiy
Daerah untuk mengatur persoalan vang terkait dengan hal ini, I
bermakna pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan berdasar
undang-undang untuk mengatur berdasarkan karakter dan kondisi di seti
wilayah, 3
Fakta empiris, persoalan terkait dengan pertambangan rakyat yan
dilakukan secara illegal (tanpa izin) masih saja terjadi meskipun ULIPM! fl yung mewajibkan kerangka naskah akademik mengawali
sendiri telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah un | i setinp produk perundang-undangan. Naskah akademik ini
mengatur.Kondisi ini terjadi. disebabkan sebagian besar daerah belu | ,._ dilmrapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun rancangan
melaksanakan kewenangan tersebut, bahkan terindikasi terjadi tarik u I lierah terkait dengan pertambangan rakyat.
kepentingan dalam pengaturan bagian pertambangan rakvat.lal .“_.. fiisl Clorontalo, memiliki potensi tambangmineral yang tersebar
berdampak negative pada kecilnya peluang bagi usaha pertambangan yai| W iy ah knbupaten. Keberadaan tambang emas ini sejak jaman
dikelola oleh rakyat untuk mendapatkan akses pada wilayah pertamban g Wheloln olel warga  masyarakat dengan menggunakan pola
yang sah. sehingga kecenderungan untuk melakukan pertambangan seculy N bendisional Seiring dengan perkembangan  waktu. maka
illegal. “ pertimbangan  emas, sebagian  dikelola oleh  pihak
Pertambangan rakyat vang dilakukan secara illegal. berpotensi yii Mnyaknyn potensi tambang di daerah ini menyebabkan maraknya
cukup besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindaki A fkyat tanpa izin di daerah ini.Persoalan tambang rakyat di
kriminal. konflik penggunaan lahan. bahkan berpotensi untuk terjad | Liorantndo, masih menimbulkan masalah.Pertambangan tanpa izin
pencemaran dan kerusakan lingkungan yvang berakibat rm__u__n___.z__. (T _t_.,___._::u: konflik internal antara sesama penambang di lokasi
depan lingkungan. Kondisi ini jika dibiarkan akan berpotensi timbuliys npan Penumbangan  dilakukan  tanpa  memperhitungkan
dampak negative bagi masyarakat. Oleh sebab itu. sudah seyogyn , . weliinggn menimbulkan dampak negatif timbulnya korban
harus mendapatkan perhatian yang serius sejak awal dari berbagai pl . | i ab il terjudinya reruntuhan di dalam pertambangan.Penggunaan
sebelum terjadinya dampak negative yang lebih besar. i ik terkontrol, mengakibatkan tercemarnya air di wilayah
Hasil penelitian sebelumnya telah  menghasilkan  rekomen il i mengakibatkan  terganggunya  kesehatan  bagi - warga
perlunya dibuat desain regulasi dalam bentwk peraturan doerah y .4,_=_r____._..._ konlhik pemantaatan tanah sebagai akibal pertambangan
diharapkan mampu memberikan legalitas, memberikan perlindungan bugl Ak ihan tanpa izin,
para kegiatan pertambangan rakyat.Melalui regulasi tersebut dibarnp
keberadaan pertambangan rakyat di daeral ini dapat distur, s _.____ T :__.|_r” oy A R Eninmaars il
a_wnﬂcrﬁ:.Uo:mm:nn.zmrmn:—E.:nlEm:_.____:_..r:___nr_____::. __. . “"n____ ._ru_.“__:__:,.:_. 5_._5.3.4“_._.: :.;....;K;?. :_.x_ ﬂ :: r.:.._h__E. ﬂﬁ_“”_,_“m“ﬂ“ﬂ,.ﬂa...nﬁmhh
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Idealnya, fakta empiris sebagaimana telah dikemukakan di atas.
seyogyanya dapat diantisipasi dengan melakukan kebijakan dalam bidang
perundang-undangan, yang sifatnya mengikat dan mengatur melalui
produk peraturan daerah. Kebijakan yang sifatnya mengatur tersebut
diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tambang
rakyal yang dilakukan secara tradisional.Produk perundang-undangan di
daerah ini pula diharapkan mampu menjadi alat kontrol  melalui
mekanisme perizinan. sehingga dengan demikian seluruh tambang emas
yang dilakukan secara tradisional oleh warga masyarakat memiliki izin.

BAB 11
TEORI-TEORI YANG BERKAITAN DENGAN
PERTAMBANGAN RAKYAT

A, Konsep Perlindungan Hukum

Personlan antara hak dan kewajiban merupakan persoalan utama
yung dintur oleh hukum.Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap
hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara, maka diperlukan konstruksi
ikt yang dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-
wndnngnn Keberadaan  peraturan  perundang-undangan  ini  diharapkan
g memberikan pedindungan terhadap hak dan Kewajiban setiap
TR

Menurul Satpipto Rahardjo keberadaan hukum dalam masyarakat
vkl untok mengintegrasikan  dan mengorganisasikan  masing-masing
kepentingan  yang berbeda, selain itu adalah wntuk membatasi dan
melindungt  Kepentingan-kepentingan  tersebut. Hukum  melindungi
hupentingan seseorang dengan memberikan pengalokasian kekuasaan yang
Witunyn harvs dilakukan secara terukur Kekuasaan inilah yang kemudian
ilinehiit hok.Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya
kirenn  adanya  perlindungan. tetapi juga karena adanya pengakuan
ferhndnpnya.”

Philipus Hadjon memberikan konsep tentang teori perlindungan
ik vakni, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum
fepresil Perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan hukum
hepidn rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum
st putusan pemerintah mendapatkan suatu putusan yang definitif, yvakni
itk mencegah terjadinya sengketa.Penanganan  perlindungan  hukum

ot e Rnberdjo, S Pk, 1T Cite Aaditvn Bakt, Dancung, B T 53 dan 54




bagi rakyat  melalui  institusi pengadilan  termasuk  dalam  kategori
perfindungan hukum yang represif,’

Pendapat yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan konsep tentang perlindungan hukum. Akan tetapi  pada
prinsipnya perlindungan hukum dilakukan dalam rangka memberikan
kewenangan ataupun hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum,

Secara teori tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-
tindakan  yang  berdasarkan sifatnya  menimbulkan  akibat
hukum.Karakteristik paling penting dari tindakan hukum vang dilakukan
oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan
pemerintah  yang bersifat sepihak.' Menurut Sjahran Basah bahwa
perlindungan terhadap warga Negara diberikan bila sikap tindak
administrasi Negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan
perlindungan  terhadap administrasi Negara itu sendiri. sedangkan
perlindungan terhadap administrasi Negara itu sendiri dilakukan terhadap
sikap tidaknya dengan baik, benar menurut hokum baik tertulis maupun
tidak tertulis.”

Sclanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum,
maka keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak ini memiliki
peranan penting untuk memberikan kewenangan kepada administrasi
Negara untuk membuat peraturan perundang-undangan.” Perlindungan
hukum bagi rakyat merupakan konsep yang universal, dalam arti dianut
dan ditetapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagali
Negara hukum, namun menurut Paulus B Lotulung, bahwa masing-masing
Negara mempunyai cara dan mekan ismenya sendiri bagaimana cara vang
harus  dilakukan dalam  mewujudkan perlindungan  hukum terhadap
rakyatnya, yakni vang ditekankan pada perbuatan hukum. sikap, tindak

Philipus Hadjon, Perlindungan Hukoam Bagi Rekyvar Di Inefonesio, Peradaban, 2007, h.
2-3.

Muchsan (dalam Ridwan), fMukwm Adwinismreos Negara, Rajawali Press, Fakarta, 2006,
h. 289.

Sjahran Basah. lhid, h, 290.

% Ibid, h. 290

A perbamtan hukum pemeritah berdasarkan hukum positll sang belaku
il Negara Indonesin,’

Heberapn dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi
pkyar "

I Wargn Negara dalam  beberapa  hal, sangat tergantung  pada
keputusan-keputusan serta ketetapan pemerintah, misalnya terkait
dengan  permohonan  perizinan dalam  kegiatan usaha, ataupun
pertambangan.

b, Hubungan pemerintah dan warganegara tidak berada pada posisi
yang sedernjot. Pemerintah memiliki kekuasaan, sementara rakyat
bernda  pada  posisi  vang lemah, sehingga membutuhkan
perlindungan.

¢ Persclisihan warga Negara dengan pemerintah yang berhubungan
denpan ketetapan sebagai instrumen  pemerintah vang sifatnya
sepihak.

Berdasarkan  hal-hal  yang telah dijelaskan di atas, maka
perlindungan hukum merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka
menjamin hak warga Negara untuk mendapatkan persamaan  dan
hedudukan datam hukum.,

Prinsip perlindungan hukum dalam konteks Negara Indonesia. harus
(idasarkan pada Pancasila, sebab Pancasila adalah ideologi Negara serta
dnsar falsafah Negara. Dalam konteks ini, maka prinsip perlindungan
likun di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap
harkat dan martabal manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip
Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.” Hal ini tentunya membedakan
dengan negara lain dengan ideologi yang berbeda. Pancasila sebagai
simber dari segala sumber hukum, seyogyanya menjadi acuan utama
dalam memberikan perlindungan hukum,

" Ibid. h. 282
" Ihid, 292
b h 19



D rakynt, secara resmi tereantum dalam Pasal 2
Aiidang Nomor 11 Tahun 1967.Dalam ketentuan tersebut
Pt b gan rakyat adalah satu usahi pertambangin
Wit il semun golongan yang dilakukan oleh rakyat
s seenrn gotong royong dengan alat-alat sederhona
i sendiel, Berdasarkan definisi yang ditetapkan dalam
Juinebiin, maka salah satu ciri pertambangan rakyat adalah
_.___ pibkyat, dengan cara gotong royong. Cara melakukan
pgn rakyat, yakni dilakukan dengan menggunakan n._mT
el Tiguannya adalah  untuk menambalh  penghasilan

B.  Pertambangan Rakyat dalam Perspektif Hukum

Jika dilihat dari perspektif’ sejarah, maka pengaturan pertil
di- Indonesia diawali dengan lahinya produk hukum Belanda Jug "
Mijnwet pada tahun 1899, yang sejak awal telah mengatur kelg
kentrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta, Koo
ini yang merupakan awal lahirnya kontrak karye bagi hasil |
diberlakukan  setelah  kemerdekaan Selanjutnya — diatur ~ Pely I
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 tahun
yang khusus mengatur bidang pertambangan.Peraturan  Peme!
Pengganti  Undang-Undang ini pada dasarny merupakan [l
Mijrmwetakan tetapi dalam versi Indonesia. Ketentuan yang tertunng di
Perpu tersebut diadopsi dari ketentuan /ndische Mijnwer dengan behg

perubahan yang telah disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia
merdeka. " .

gt darl wakta ke waktu, memungkinkan terjadinya
sl pertambongan rakyat, secara nyala dilakukan oleh
L isponnort oleh para pemilik modal besar. walaupun dalam

Witngan masih dilakukan dengan menggunakan peralatan
Pada tahun 1967 ketentuan di atas. digantikan oleh Undang-Unig s

i, Pekerjn tambang, adalah masyarakat biasa yang hanya
Nomor ] tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangs _..tn:_.:__.____ dori pemilik modal. Dengan demikian semangat
Ketentuan ini berlaku dalam jangka waktu yang lama yang kemudl B aebugni ciri khas pirtamibarigan takyat, tidak lagi

g Sy e oot B teis ".1_,___:__:_.%_"___ tradisional vang dilakukan oleh rakyat.
Pertambangan Mineral dan batubara (UUPMB) . Undang-Undang Nom " I ddupat dipungkiri, bahwa lahimya Undang-Undang Nomor 4
h._ _,.______:E3.::.:__,._.,:__EEEE::L:mEcmﬁ.m un_.:_us:u_:..m:m

Il Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan mengatur tenti
¢ dulin dunin pertambangan mineral dan batubara, sekaligus

beberapa hal vaitu: 1
I, Kontrak karya (KK). Bentuk kerjasama ini diperuntukkan B B Precalen by et i E:a.%_n_u_‘_._._i_,
ekl dengan model perizinan yang sebelumnya tidak diatur

h
nmz_mm:mmnﬁzm_uﬂ.m_m_:mF"..:m:m_su:?_aﬁ_m_mm?m.
B o o e e aan Sl D (PRES | Mgt ndang Nomor 11 tahun 1967 yang mengenal sistem

harvi Selain e pengaturan . WIUP  (Wilayah  lzin Usaha

Bentuk kerjasama ini diperuntukkan bagi perusahaan penanamy

S S i\ Iuian [Rakyat), Hal lain adalah pengakuan terhadap vwzmus__...m.__mw:
e g ek leigt pensainds rsiiRy il K etentuan ini membawa sebuah konsckuensi, vm&ﬁmm_. m,ﬂ.:_um:m:..
_ -_,______._____:_____1_:.E_:;:Eﬁ_nﬁmﬂﬁm?m:ﬁmamﬁmﬁ:m_s?:m,

4. Surat lzin Pertambangan daerah vang dikhususkan bagi penambang
Peribnlinn dari sistem  kontrak karya dalam sistem  perizinan

mm_w:iu_
S mpntkan pemerintah pada posisi yang lebih tinggi h_mcm_.zn___mwm:
.. -:____:=___1._...,.:E.::mmuw:.DmFE m_mE_:mn_um_::._:wuwmr_:rnﬂﬁr

A, ke pemerintah dan pihak pengelola usaha pertambangan apakah

i Mandang Sudrajal, Teari Dan Prakek Pertambangan Indonesia Meaurmt Hukum,

Pustaka Yustizia, 2010, h. 33,
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perusahaan asing ataupun dalam negeri. diposisikan dalam taraf” vang
sejajar, vakni melalur Kesepakatan bersama vang secara hukum mengikat
bagi kedua belah pihak vang bersepakat.

Jika ditinjau dari aspek hukum, maka hukum tidak hanya terdiri dari
azas dan kaidah (norma), melainkan juga lembaga (fstitution), serta
proses (process) dan prosedur yang mewujudkan hukum dalam kenyataan.
Untuk melihat keterkaitan antara hukum dan kelembagaan, maka hukum
haruslah dimaknai dengan wewenang (awthority) vang perumusannya
dijumpai  dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini
berfungsi  untuk  mewujudkan  apa  yang menjadi  isi wewenang
tersebut.''Senada dengan hal ini, maka hukum dapat didayagunakan
sebagai alat pembaharuan dan juga untuk pembangunan masyarakat.””

Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh
aktivitas pertambangan rakyat. Secara normatit Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur
permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat. Namun demikian,
secara  rinci  pengaturan  terkait dengan perizinan, undang-undang
memberikan  Kewenangan  kepada pemerintah  daerah  berdasarkan
kewenangan vang dimilikinva untuk menciptakan produk hukum berupa
peraturan  daerah  dalam  rangka memberikan  perlindungan  kepada
masyarakat.

Pertambangan rakyat, merupakan salah satu pertambangan yang ada
sejak jaman dahulu kalka dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan
ini dilakukan oleh rakyat dalam waktu yvang lama dengan menggunakan
pala vang tradisional dengan menggunakan teknologi vang sederhana
pula.Hasil tambang vang diperoleh dari penambangan. kemudian dijual
dan menjadi sumber penghasilan masyarakat yang dilakukan secara
bertahun tahun.

Muchtar Kusumaatmadja (dalam Gatot Dwi Hendro Wibowo), Asped Hobwsr Dean
Kelembagaan Dalam Peninghatan Efisiensi Dan Efekeifitag Pengelofaan Wilayah
Pegiziv, Jurnal Hukum, Nomor 1, Volume 16, Edisi Januari 2009, b, 2.

Romli Atmasasmita (dalam Sulaiman). Keaveifon  Treadivional Dadame Penpelolaon
Suarher Dave Pevikanan D deely Pada Bea Otaeoni Kisty, Jurmal Dinamiko Hskum,
Momor 2, Vodume 11 Edisi Juni 2001, b, 292
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Menjadi sebuah hal yang dilematis. di satu sisi kegiatan ini menjadi
sumber penghasilan warga masyarakat di sekitar tambang. Di sisi lain
Kegintan - pertambangan  rakvat  atau  pertambangan  tradisional  yang
dilokukan tanpa izin, sangat berpotensi merusak lingkungan. Potensi
kirusiakan lingkungan vang terjadi akibat pertambangan yang dilakukan
lnnpn izin, secara hukum akan menimbulkan persoalan jangka panjang
gl mansyarakat itu sendiri, yvakni pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Selain itu, potensi kecelakaan yang disebabkan reruntuhan lubang tambang
seperti tanah longsor, yang kemungkinan besar bisa menelan korban yang
lebih besar.Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya
instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis
kepiptan i, sehingea diharapkan dapat meminimalisir dampak negatil
ving ditimbulkan,

. Pengaturan Tentang Pertambangan Rakyat

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal
Wonyat 3 telah menegaskan bahwa bumi air dan kekavaan alam vang
lerkindung di dalamnya dikuasai Negara, dan digunakan untuk sebesar-
bgwinr kemakmuoran rakyat. Pasal ini mengandung makna yang cukup
mendalam vakni pengoasaan Negara terhadap kekayaan alam yang ada di
[ilonesin, bertujuan untuk kemakmuran untuk rakyvat Indonesia.

Pasal tersebut juga mengadung makna bahwa semua mineral serta
ltubarn yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia
feripakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai ciptaan Tuhan Yang
Miho Fsa, yang haros dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang
biyak Oleh sebab itu pengelolaannya harus dikvasai oleh Negara,
sihiingpa diharapkan dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan
il seluruh rakyat Indonesia.

Pralom mewujudkan hal di atas, maka Undang-Undang Nomor 4
Falwine 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB).
Uindnng-undang ini telah menetapkan tentang asas dan tjuan pengelolaan
pertmmbangan mineral dan batubara adalal:




Manfaat, keadilan dan keseimbangan;

Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
¢.  Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

&

B

Asas dan tujuan inilah vang mendasari pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara di Indonesia. Kegiatan pertambangan rakyat dalam
undang-undang ini dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pertambangan mineral logam;
b.  Pertambangan mineral bukan logam:
¢.  Pertambangan batuan dan/atau:
.u_._unsﬁ,___ﬁ_.‘..mzm,m:_,..m:&murm.

Dengan demikian tampak bahwa UUPMB telah mengatur persoalan
pertambangan rakyat.Dalam Pasal 20 UUPMB dinyatakan bahwa kegiatan
pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah Pertambangan
Rakyat (WPR).Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang
mewajibkan penetapan tata ruang dalam sebuah WPR untuk menetapkan
adanya areal pertambangan rakyat.Penetapan WPR tersebut ditetapkan
oleh bupatifwalikota setelah berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota
(Pasal 21). Dalam menetapkan WPR. maka bupati/walikota wajib
melakukan pengumuman secara ferbuka mengenai rencana penetapan
tersebut (Pasal 23).Terhadap wilayvah pertambangan rakyat yang sudah
dikerjakan, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR. maka diprioritaskan
untuk ditetapkan sebagai WPR (Pasal 24).

Terkait dengan jenis pertambangan di atas, maka dalam Pasal 67
ditetapkan bahwa:

a. lzin Pertambangan Rakyat diberikan oleh Bupati/Walikota kepada
penduduk setempat, baik yang sifatnya persecrangan maupun
kelompok dan/atau koperasi.

b. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada camat sesuvai

dengan peraturan perundang-undangan.
Pemohon wajib  menyampaikan  swat  permohonan  kepada
bupati/walikota.

2

Luas wilayah lzin Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada
{Pasal 68):
a.  Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare
b, Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare
¢, Koperasi paling lama 10 (sepuluh) hektare

Izin diterbitkan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang. Setelah izin ditetapkan, maka pemegang izin memiliki hak
dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan 70 UUPMB.
I'emegang izin memiliki hak sebagai berikut:

4, Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja. lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen
dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah:

b, Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pemegang PR memiliki kewajiban:

i1, Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah IPR diterbitkan:

b, Mematuhi peraturan perundang-undangandi bidang keselamatan dan
kesehatan kerja pertambangan. pengelolaan lingkungan dan
memenuhi standar vang berlaku:

¢, Mengelela lingkungan hidup bersama pemerintah daerah:

il.  Membayar iuran tetap dan iuran produksi;

¢ Menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala
kepada pemberi IPR.

Uraian di atas menunjukkan bahwa UUPMB telah memberikan
hewennngan vang begitu besar dalam pengelolaan pertambangan rakyat,
yiie st ini marak dengan pertambangan tanpa izin. Terhadap pemerintah
dueih, pemerintah telah memberikan kewenangan mengenai tata cara
petisinan vang diatur dengan peraturan daerah. Melalui kewenangan ini,
fiihi pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur sesuai
winiint yomg telah diberikn oleh undang-undang.




Jika ketentuan vang terdapat dalam UUPMB dikaitkan dengan
ketentuan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah, maka dalam Pasal 17 diatur hubungan antara pemerintah maupun
antar pemerintahan di daerah terkait dengan permasalahan ini.

Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya, maka hubungan antara  pemerintahdan pemerintah  daerah
meliputi:

a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,
pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian.

b. Bagi hasil antara pemanfaatan sumber daya alam sumber daya
lainnya.

c. Penyerasian lingkungan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber dava lainnya, antara pemerintahan daerah meliputi:

a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya vang menjadi kewenangan daerah.

b. Kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah dan

c. Pengelolaan perizinan bersana dan pemantaatan sember daya alam
dan sumber daya lainnya,

Dengan demikian. maka jelas pengaturan hubungan baik antara
pemerintah dan pemerintahan daerah, maupun antar pemerintah daerah,
tentang masalah terkait dengan pemantaatan sumber daya alam vang ada
di wilayvah daerah masing-masing.

BAB I
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MENGATUR TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

Sebelum  menguraikan  peraturan  perundang-undangan  yang
berhubungan dengan pertambangan, maka terlebih dahulu akan diuraikan
gumbaran mengenai hirarki tentang peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Perkembangan ini terjadi sejak kemerdekaan hingga saat ini.
dan telah mengalami beberapa kali perubahan vang berakibal pada
perubahan posisi peraturan perundang-undangan tersebut. Perubahan ini
temtunya  tlidak  terjadi begitu saja. akan tetapi  dikarcnakan oleh
perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi hal vang utama
sebngai landasan dalam melaksanakan ide sebagai Negara hukum.Oleh
webab it peraturan  perundang-undangan harus dibuat dalam  bentuk
tertulis vang berisi norma‘kaidal vang sering disertai dengan sanksi
upubila tidak dilaksanakan. Secara ideal norma hukum tersebut itulah
selmnjutnya menjadi dasar dalam menggerakkan segala aktivitas. Norma
lukum mencakup hal-hal sebagai berikut:"

i MNorma tingkah laku yang terbagi atas. perintah (harus. wajib).
lnrangan, izin (dapat atau boleh melakukan sesuatu), pembebasan
dari suatu perintah (pengecualian).

I Morma kewenangan terdiri dari, berwenang. tidak berwenang, dapat
tetapi tidak perlu dilakukan,

¢, MNorma penetapan yang terdiri dari, kapan mulai berlakunya suatu
peraturan perundang-undangan, penentuan tempat kedudukan suatu
lembaga

wem, Tiitan Ulrud Prosluk Flukum D0 Iondonestio, s dikti.go.ids akses 10 Mey 20H2,




Sebagai norma yang sifatnya tertulis, maka hukum tentunya akan
melaksanakan fungsinya sesuai dengan standar, tujuan serta isi yang telah
ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Untuk menghindari adanya
perbedaan  serta kesimpangsiuran  dalam  pembentukan  peraturan
perundang-undangan maka telah ditetapkan hirarki perundang-undangan
serta azas-azas hukum. Hirarki serta azas-azas hukum dimaksud mengatur
tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang memiliki
kedudukan tertinggi sampai yang terendah sesuai tingkatannya
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 5
ketentuan tersebut telah diatur tentang peraturan perundang-undangan
yang baik sebagai berikut:

a4, Kejelasan tujuan

b, Kelembagaan ataupun pejabat yang tepat

¢.  Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan
d. Dapat dilaksanakan

¢, Kedayagunaan dan kehasilgunaan

f.  Kejelasan rumusan dan,

g, Keterbukaan

Selain syarat yang baik, azas seharusnya tercermin dalam
pembentukan setiap peraturan peraturan perundang-undangan (Pasal 6).
adalah:

a. Pengayoman
Kemanusiaan
Kebangsaan
Kekeluargaan

2l 5

a0

Kenusantaraan

Bhineka Tunggal Ika

Keadilan

Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Ketertiban dan Kepastian Hukum dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian dan keseimbangan

EF e o e
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[3aik syarat maupun azas vang telah ditetapkan di atas, merupakan
dunnr dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan. Selain hal
fuisehutjenis serta hirarki peraturan perundang-undangan  dalam undang-
tidding i adalah sebagai berikut:

i, Undang-Undang Dasar 1945

li.  ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

¢, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
il Peraturan Pemerintah

¢, Peraturan Presiden

I, Peraturan Daerah Provinsi

W Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

Bentuk  dan susunan  hirarki perundang-undangan sebagaimana
lisebutkan  di atas berbeda  dengan  hirarki  perundang-undangan
sebganmana telah  diatur  dalam  undang-undang  sebelumnya.  Dalam
ketentoan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka
liirarki perundang-undangan diatur sebagai berikut:

i, Undang-Undang Dasar 1945
b, Undang-Undang/Perpu

Lo Peraturan Pemerintah

il Peraturan Presiden

¢, Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 1950, bentuk serta aturan
ving dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
. lUndang-Undang dan Perpu
. Peraturan Pemerintah
¢ Peraturan Menteri

Hirarki peraturan perundang-undangan vang diatur dalam TAP
MIILS Nomor XX/MPRS/1966 adalah:
i Undang-Undang Dasar 1945
h I'AP MPR
Undang-Undang/Perpu
I Peraturan Pemerintah
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g. Keputusan Presiden
f.  Peraturan Pelaksana Lainnya, seperti. Peraturan Menteri, Instruksi
Menteri dan lain-lain

Hierarki perundang-undangan dalam TAP MPR Nomor 1 Tahun
2000 yang menggantikan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 adalah

sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
b. TAPMPR
c. Undang-Undang
d. Perpu
e. Keputusan Presiden

Peraturan Daerah

™

Berdasarkan uraian di atas, hirarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia telah 5 (lima) kali mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi
seiring dengan perkembangan waktu menyebabkan ada beberapa peraturan
perundang-undangan mengalami perubahan baik dari sisi bentuk. maupun
hirarkinya. Untuk jelasnya akan dibuat dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

vy TAP MPRS TAP MPR UL Mo. UL, No.
MNo. /1950 MNo. M 12004 12/2011
XX/MPRS/196 | HIVMPR/200
] I
- LU dan - LD 1945 - UUD 1945 | - UUD 1945 - UuD
Perpu - TAP MPR - TAPMPR | - UU/Perpu 1945
—pp - UL/Perpu -y - PP - TAP
- Permen < PP - Perpu - Perpres MPR
- Kepres - Kepres - Perda - UL Perpu
- PPL., - Perda - PP
Permen dsb. - Perpres
- Perda
Prov
- Perda
N Kabikota |

Sumber: Bahan Hukwm Primer.

[Jalam beberapa periode pengaturan hirarki perundang-undangan
fenempatkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam posisi tertinggi sebagni
lnikum dasar, Periode dimaksud adalah pada TAP MPRS XX/MPRS/ 1966,
[AP MPR Nomor IIEMPR/2000, Undang-Undang NMomor 10 Tahun 2004
i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 vang berlaku hingga saat ini.
Hul luin, adalah penetapan peraturan daerah baik pada tingkat provinsi
iinupun  kabupaten/kota sebagai  salah produk perundang-undangan
imenjudikan posisi peraturan daerah semakin memiliki kekuatan hukum
webpgai salah satu produl hukum. Peraturan daerah provinsi memiliki
kidudukan yang lebih tinggi. jika dibandingkan dengan peraturan daerah
piniln tingkat kabupaten/kota.Dengan demikian maka peraturan daerah pada
Hngkat kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah
frovinsi yang secara hirarki memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal lain,
munculnya kembali TAP MPR sebagai produk perundang-undangan,
sotelah pengaturan Undang-Undang Nomor [0 Tahun 2004 yang tidak
menjadikan TAP MPR ini sebagai salah satu produk perundang-undangan.
Munculnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai salah satu produk
peiundang-undangan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun
004 hingga saat ini berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

A, Substansi Hukum

Menurut Lawrence Friedman, substance is composed of substantive
rules and rules abowt how mstinntions should be have .Substansi adalah
i, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system
i Substansi juga berarti produk vang dihasilkan oleh orang yang berada
tilnm system hukum. dapat berupa keputusan alaupun Ketentuan yang
i, Komponen substansi tidak hanya mencakup komponen  hukum
leitulis, akan tetapi dapat berbentuk sebagai /fvimg law yang digunakan
vleh pilbak yang mengatur dan diatur."' Dalam penelitian ini, substansi yang

Tomy Joya, Sofrateirsd Hukom (Legal Substance). hitpafid.shvoongcom, Akses 10 Mey
2l
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dimaksud adalah komponen hukum yang tertulis saja, tidak termasuk
komponen living law.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pertambangan di
Indonesia bermula dari dikeluarkannya [ndische Mijnwet sebagai warisan
kolonial pada tahun 1899.Selanjutnya mengalami perubahan dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960.Kemudian
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor |1 Tahun 1967 (UUPP), dan
terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Indische Mijmwet adalah produk kolonial, sehingga lebih bercorak
kolonial.Esensi filosofisnya bertentangan dengan  konstitusi Sebagai
contoh, lisensi pertambangan diberikan pada badan hukum perorangan
vang tunduk pada hukum Eropa-Barat.Rakyat biasa yang tunduk pada
hukum adat hanya dibolehkan memiliki lisensi pertambangan rakyat.
Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960, maka usaha pertambangan
dilaksanakan melalui kuasa petambangan. Pada UUPP dikenalkan pada
system kontrak karyva, munculnya kewajiban dalam melakukan reklamasi.
Untuk selanjutnya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dilihat dalam table berikut
ini:

Tabel 2
Pengaturan Pada UU Nomor 11 Tahun 1967 dan UU Nomor 4 Tahun
2009
Materi UL Nomor 11 Tahun 1967 | UL Nomor 4 Tahun 2009
1. Judul Ketentuan-Ketentuan Pokok | Pertambangan Mineral dan

Batubara

- Penguasaan MNegara
diselenggarakan oleh
pemerintah, dan alau
Pemda (Ps 4)

- Pemerintah & DPR
menetapkan kebijakan
pengutamaan mineral
untuk kepentingan
nasional (Ps 5)

Pertambangzan

2. Prinsip Hak| Penguasaan Bahan Galian
Penguasaan Diselengzarakan Negara (Ps
MNegara 13

20

]

[

Materi

LU Nomor 11 Tahun 1967

UL Nomor 4 Tah

Pengeolongan/Pe| Penggolongan Bahan

neelompokan

Kewenangan
Pengelolaan

Wilavah
fertambangan

IL.epalitas Usaha

I nhapan Lisaha

K lusilikasi
Investor & Jenis

Gialian, strategis, vital, non
strategis, non vital (Ps 3)

- Bahan Galian strategis (Gol
A, B) oleh Pemerintah

- Bahan Galian Non Strategis,
Mon Vital oleh Pemda
I/Provinsi (s 4)

Secara terinci diatur, kecuali
bahwa usaha pertambangan
tidak berlokasi di tempat
suci, kuburan bangunan dll
{Ps 16 avat 3)

Rezim Kontrak (Ps 10, 13)
- Kontrak Karva/KK

kuasa Pertambangan/kKP
Surat lzin Pertambangan
Daerah (SIPD)

Surat lzin Pertambangan
Rakyat (SIPR)

Enam tahapan,
berkonsekuensi pada 6 jenis
kuasa pertambangan :
penyelidikan Uimum,
eksplorasi, eksploitasi,
pengelohan, pemurnian,
pengangkutan, penjualan
(Pasal 14).

- Investor Domestik (PMIDN),
berupa KP, 5IPD, PKP2B.

Pengelompokan usahi
pertambangan mineral di
batubara

- Penggolongan tambang
mineral, radioaktif, logam,
logam, bukan logam,
batuan (Ps 34)

- 21 kewenangan di Pusal

- 14 Kewenangan di
Provinsi

12 kewenangzan
{Kab/Kota) (Ps 6-8)

WP adalah bagian dari tata
ruang nasional ditetapkan
pemerintah setelah
koordinasi dengan Pemda
dan konsultasi DPR (Ps
10)

- WP, WUP,WPR., dan
WPN (Ps 14-33)

Rezim Perizinan ( Pasal 33)
- lzin Usaha Pertambangan/
P

= lzin Pertambanzan Rakvat!
IPR

- lzin Usaha Pertambangan
[Khusus/1LPK

Dua tahapan berkonsekuensi
pada adanva dua tingkat
perizinan

= Eksplorasi meliputi.
penvelidikan umum,
eksplorasi dan studi
kelayakan,

- Operasi produksi meliputi,
konstruksi penambangan,
pengolahan & pemurnian,
pengangkutan dan
penjualan {F's 36).

- ILIF bagi badan usaha

{ PMA/PMDN, koperasi.
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Materi

UL Nomor 11 Tahun 1967

UL Nomor 4 Tahun 2009

9. Kewajiban
Pelaku Usaha

10. Pembinaan dan
Pengawasan

Legalitas Usaha. + Investor Asing (PMA),

berupa, KK, PKP2ZB

- Kewajiban Keuangan Bagi

Megara.

a. KP sesuai aturan
berlaku, juran tetap &
rovalty (PP 43/2003
tentang PNBP DESDM).

b. KK/PKP2B sesuai
kontrak vakni KK luran
tetap dan royalty,
PKP2B sesuai kontrak
yakni, KK, luran tetap,
DHPB: (PP 75 th 1998)
tentang PKP2ZB.

Minimnya bahkan tak

diaturnya kewajiban soal

lingkunzan

Pengawasan terpusat
ditangan pemerintah atas
pemegang Kk, KP, PKPLB.

perseorangan. (Ps 38}

IPR bagi penduduk lokal,
koperasi, {Ps 67)

ILUPK bagi badan usaha
berbadan Hukum
Indonesia dengan prioritas
bagi BUMN/D (Ps

75).

Kewajiban Keuvangan bagi
Megara, pajak dan PNBP,
tambahan untuk [UPK,
pembayaran 10%
keuntungan bersih.
Pemeliharaan lingkungan:
konservasi, reklamasi (Ps

96-100).
~ Kepentingan nasional:
Pengzolahan dan

pemurnian dalam negeri
{Ps 103-104),

Pemantfaatan tenaga kerja
setempat, partisipasi
pengusaha  lokal, pada
tahap produksi. program
penzembangzan

masvarakat (Ps 106-108)
Penggunaan  perusahaan
jasa pertambangan lokal

danfatau  nasional  (Ps
[ 241,

- Pusat: Terhadap provinsi
dan  kab'kota  terkait
penyelengzaraan

pengelolaan pertambanzan
dilakukan oleh pusai.
Pusat, provinsi, kab/kota
sesual kewenangan
terhadap pemegang  1UP
dilakukan,

- Kab/Kota: terhadap 1PR
(Ps 139-142),

Materi

UU Nomor 11 Tahun 1967

UU Nomor 4 Tahun 2009

|1 etentuan
Peralihan
{lerkait
Ttk
frvestasf
eyisting),

stalus

Pasal 35 Semua hak
pertambangan dan KP
perpsahaan Megara, swasta,
badan lain atau
perseorangan berdasarkan
peraturan yang ada sebelum
saat berlakunva UL ini.
tetap dijalankan sampai
sejauhimana berlakunya.
kecuali ada penetapan lain
menurut PP yvang
dikeluarkan berdasarkan LIL
ini.

Pada  sonl
undang-undang ini mulaj
berlaku maka;

a. Kk & PRPIB yang
telah ada sebelum
berlakunya undang-
undang ini, tetap
diberlakukan sampai
jangka wakiu
berakhirnya
kontrak/pecjanjian.

b, Ketentuan yang
tercantum dalam pasal
KK dan PKP2B
dimaksud disesuaikan
selambat-lambatnya |
{=atu) tahun seiak
undang-undang ini
diundangkan. kecuali
mengenai penerimaan
MNezara.

- Pasal 169 T

N Robest Endi Joweny, Review Kebifakan Desentralisasi & (tonomi
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Secnrn substansi terdapat perbedaan pengaturan antara Undang-
Hiibninge Nomor 11 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomaor 4 Tahun 2009,
it vang sebelumnya menggunakan system kontrak/perjanjian kemudian
bribal ke model perizinan, selanjutnya akan diuraikan dalam table
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Tabel 3
Perbandingan Antara Sistem Perizinan dan System
Kontrak/Perjanjian
Subjek System Perizinan Svstem Kontrak
1. Hubungan Hukum . Bersifat Publik & |. Bersifat Perdala
Instrumen
Administrasi Negara
2. Pemerintah
2. Penerapan Hukum 3. Tidak Berlaku 2. Kedua Belah Pihak
3. Piliban Hukum 4. Sepihak 3. Berlaku
4. Akibat Hukum 5. PTUN 4. Kesepakatan
5. Penyelesaian 5. Arbitrase
sengketa 6. Terjamin
6. Kepastian Hukum 7. Pemerintah lebih 6, Kesepakatan
7. Hak & Kewajiban besar 7. Setara
& PerUllan
8. Sumber Hukum 8. Perjanjian

Sumber: Robert Endi Jawene, Review Kebijakan Desentralisasi & Orda, 20007

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dalam system perizinan
(UUPMB) menempatkan pemerintah pada posisi yvang lebih tinggi
daripada system kontrak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967 Dalam system kontrak keduanya ditempatkan pada
posisi yang setara. yakni didasarkan pada kontrak/perjanjian vang telah
disepakati oleh kedua belah pihak.Dalam system perizinan pemerintah
memiliki kewenangan yang besar. termasuk dalam mengatur dan
mengawasi. UUPMB memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
baik pada tingkat provinsi. kabupaten/kota untuk mengeluarkan regulasi
dalam bentuk peraturan daerah untuk mengatur persoalan vang terkait
dengan usaha pertambangan rakyat. Pelimpahan Kewenangan ini oleh
pusat kepada daerah, dimaksudkan untuk memudahkan pengaturan serta
pengawasan yang dilakukan oleh daerah dengan memperhatikan situasi
dan kondisi pada masing-masing daerah.Di sini dibutuhkan peran utama
pemerintah baik dalam mengatur, maupun melakukan pengawasan

B b, b4

ferhadap setiap pelaksanaan kegiatan pertambangan.Kriteria ini menjadi
penting, karena salah satu indikator dalam menegakkan hukum, maka
hius didukung oleh system hukum yang memadai. sebagaimana pendapat
I'riedman di atas.
Relevan dengan uraian tersebut, Paul dan Dias mengajukan syarat-
syaral yang harus dipenuhi dalam mengefektifkan system hukum yakni,
n. Mudah tidaknya aturan hukum tersebut dipahami
h. Luas tidaknya kalangan masyarakat vang melaksanakan aturan
tersebut
¢, Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum.
il. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah
dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan
Juga cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa.
¢, Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga
masyarakat  bahwa  aturan-aturan  dan  pranata  hukum it
sesungguhnya memiliki daya kemampuan yang efektif.'”

Selain pendapat Paul dan Dias, Lon Fuller telah menjelaskan tentang
liikum sebagai suatu system yang harus memenuhi delapan prinsip yakni,
a. System hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya tidak
boleh mengandung putusan-putusan yang sifatnya aclhioc
I, Peraturan yang dibuat harus divmumkan,
¢. Tidak boleh berlaku surut.
il. Disusun dalam rumusan vang dapat dimengerti,
¢. Tidak mengandung ketentuan yang saling bertentangan satu sama
lain.
(- Tidak mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan
1. lidak boleh sering berubah-ubah
I Harus ada kecocokan antara aturan vang diundangkan dan

pelaksanaannya sehari-hari.'”’

i, b 1.
0 fhigf, b 1,




UUPMB pada prinsipnya telah mengakomodir syarat-svarat
sebagaimana dikemukakan oleh Paul dan Dias dan Lon Fuller.

Jika ditelaah lebih lanjut, keberadaan UUPMB secara substansial
mengatur mengenai persoalan vyang terkait dengan pertambangan
rakyat.Pertambangan rakyat adalah salah satu kegiatan pertambangan yang
telah dilakukan sejak jaman dahulu, dilakukan dengan menggunakan
teknologi yang sederhana.Jenis pertambangan ini berpotensi menimbulkan
pencemaran/kerusakan lingkungan, jika tidak diatur dengan baik.

Berikut ini gambaran substansi pengaturan tentang pertambangan
rakyat vang diatur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
sebagai berikut:

a. Kedua undang-undang ini mengatur persoalan  fentang
pertambangan rakyat.

b. Yang dimaksudkan dengan pertambangan rakyat menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 adalah usaha bahan galian baik
galian strategi., galian vital maupun galian yang tidak termasuk
bagian dari keduanya yang dilakukan oleh rakyat setempat secara
kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana
untuk pencaharian sendiri.

¢. Pertambangan rakyat merupakan salah saty bentuk dan organisasi
perusahaan pertambangan.

d. Usaha Pertambangan rakyat diberikan, jika menurut pendapat
menteri, jumlah endapan bahan galian tersebut sedemikian kecil,
sehingga lebih menguntungkan jika dilakukan dengan pertambangan
rakyat.

e. Tujuan pertambangan rakyat adalah untuk memberikan kesempatan
kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk
turut serta membangun Negara dalam  bidang pertambangan
dibimbing oleh pemerintah,

f. Pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat
dengan menggunakan Kuasa Pertambangan (lzin) pertambangan
rakyat.

g, Pada prinsipnyva tidak dapat mengganggu usaha pertambangin
rakyat vang sudah ada sebelumnya, kecuali Menteri menetapkan
lain, demi untuk kepentingan Negara.

Selanjutnya substansi pengaturan mengenai pertambangan rakyat
menurut ULUIPMB sebagai berikut:
n, lzin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan
pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas
wilayah dan investasi vang terbatas.
. Penetapan WPR oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
. UUPMB telah menetapkan kriteria penetapan WPR, yvakni cadangan
mineral sekunder vang ada di sungai dan atau di antara tepi dan tepi

-t

L

sungai.

—

Wemiliki cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman
maksimum 23 meter.

L]

Endapan teras, dataran banjir. dan endapan sungai purba.

Luas maksimum ditetapkan 25 hektar
. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang
. Merupakan wilayah pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan

=

sehurang-kurangnya 15 tahun.

Bupati/walikota  wajib mengumumkan secara terbuka rencana

pertambangan rakyat,

). Ada prioritas penetapan WPR, bagi wilayah yang sudah dikerjakan
sehelumnya,

k. Penctapan prosedur WPR ditetapkan melalut peraturan pemerintah

I Kriteria dan mekanisme WPR diatur dengan Peraturan Daerah

m. Pertambangan rakyat dapat dilakukan pada pertambangan mineral
logam, bukan logam, batuan danfatau batubara.

. IPR dintamakan pada penduduk setempat baik perseorangan,
kelompok masyarakat maupun koperasi.

i, Pemberian IPR, pelimpahan kewenangannya dapat diserahkan oleh

Bupati/Walikota kepada camat.




p. Permohonan untuk  mendapatkan IPR  ditujukan  kepada
Bupati/Walikota,

q. IPR perseorangan dibatasi maksimal | hektare, kelompok
masyarakat 5 hektare dan koperasi 10 hektare,

r. Jangka waktu pemberian IPR dibatasi 5 tahun dan dapat
diperpanjang

5. Hak pemegang IPR adalah pembinaan dan pengawasan keselamatan
kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan managemen dari
pemerintah dan atau pemerintah daerah. Selain itu, berhak atas
bantuan modal.

t. Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan penambangan paling
lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan, mematuhi ketentuan
keselamatan dan kesehatan kerja, mengelola lingkungan bersama
pemerintal daerah, menyampaikan laporan berkala dan membayar
iuran tetap dan iuran produksi.

u. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur
mekanisme pemberian izin.

Secara substansial UUPMB telah mengatur banyak hal terkait
dengan usaha pertambangan rakyat jika dibandingkan dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diuraitkan di atas.
Beberapa kelebihan pada pengaturan UUPMB adalah sebagai berikut:

a. Peguatan peran pemerintah daerah dalam pengaturan

b. Pengawasan keselamatan, ketenagakerjaan dan pengelolaan
lingkungan.

¢, Hak atas bantuan modal

d. Pertambangan rakyat dilaksanakan pada WPR.

Jika ditelaah lebih lanjut tampak bahwa UUPMB menggunakan
model pendekatan pengaturan  langsung  (direct  regulation) Model
pendekatan langsung (direct regulation}, adalah salah satu dari tiga
tipologi peraturan perundang-undangan lingkungan, vakni  direct

reptdation,  indirect  regulation,  danself  regudation,  sebagaimang
- - |N

eimukakan olehRene Seerden dan Michiel Helderweg bahwa:

it Divect vegulation implies that the legislative branch of goverament

unilaterally sets out provisions and standards ... direct regulation iy
stitl the dominamt approach to environmental problems. Within
direct regulation, polcy planning has had more attention and there
Is a shift from a strict permit system to a system in which permits
ane general rules aperate alternatively and sometimes even-side-hy
side., I this respect there is a centralizing tendency.

b Amdivect regulation aims — ar changing  behavioural patterns by
making choice, that fovour the environment more attractives or-by
contrast-by making envivommentally harmfull options less attractive.
Finemcial incentives, such as subsidies or faxes, can effectively be
applied ay g meéan of changing conduet indirecily,

oo M selfregulation,  government  limits  dtself 1o educational
prograimnes and applies only those instruments that reguire the
cxplicit consent of the parties invelved (for instance, genilemen's
reeinenfs)

Pengaturan langsung mengandung aturan hukum berisi perintah dan
[npninn wituk melakukam sesuatu tercermin dalam izinMenurut Richard
I Stewart disebut sebagai command and control (CAC)”" UUPMB dalam
fengaturannya  menggunakan pendekatan ini.Hal ini tampak dari
unpaturan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ini yang
limynk berisi tentang perintah dan larangan. Perintah dan larangan vang
lwinehul dapat dilihat dalam sistematika materi muatan UUPMB dalam
tnble berikut ng:

Iene Seerden din Michiel Helderweg {dalam Suparto Wijoyo), 2005, Refleksi
Matoanstend Pessgauran Hukom Peagelolacn Lingkungan Secara Terpadu, Airlangga
Unidversity Press, Suraboya, u 122-0124,

i, 122124
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Tabel 4
Sistematika Materi Muatan UUPMB
Bab Uraian Pasal
| Ketentuan Umum l
i Asas Dan Tujuan 2-3
i1 Penguasaan Mineral Dan Batubara 4-5
1V kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral 6-8
& Batubara
v Wilayah Pertambangan
Bagian | : Umum 9-13
Bagian 2 : Wilayah Usaha Pertambangan [4-19
Bagian 3 : Wilayah Pertambangan Rakyat 20-26
Bagian 4 : Wilayah Pencadangan Negara 27-33
Vi Lsaha Pertambangan 34-35
Vil Izin Usaha Pertambangan
Bagian 1 : Umum 36-41
Bagian 2 : [UP Eksplorasi 47-45
Bagian 3 : [UP Operasi Produksi 46-49
Bagian 4 : Pertambangan Mineral
Paragraf | : Pertambangan Mineral Radioaktif 50
Paragraf 2 : Pertambangan Mineral Logam 31-53
Paragraf 3 : Pertambangan Mineral Bukan Logam 34-56
Paragraf 4 ; Pertambangan Batuan
Paragraf 5 ; Pertambangan Batubara 57-59
Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan 6i-63
VIl Izin Pertambangan Rakyat f-63
1X Izin Usaha Pertambangan Khuosus 0h-73
X Persvaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus 74-84
Xl Data Pertambangan 85-86
Hak dan Kewajiban
Xl Bagian | : llak 87-39
X1 Bagian 2 : Kewajiban
Penghentian Sementara Kegiatan TUP dan TUPS 90-94
Berakhirnya IUP dan [UP Sementara 05-112
X Usaha Jasa Pertambangan [13-116
Pendapatan Megara Dan Daerah
XV Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha 117-123
XVl Pertambangan 124-127
Xxvi Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan 128-133
XVin Masyarakat 134-138

Bagian | : Pembinaan Dan Pengawasan

Iiah Liraian Pasal
KX Bagian 2 : Perlindungan Masyarakat

Penelitian & Pengembangan Serta Pendidikan &

FPelatihan 139-144

Bagian | ; Penelitian Dan Pengembangan 145
XX Bagian 2 : Pendidikan & Pelatihan

Penvidikan

Sanksi Administratif 46

Ketentuan Pidana 147-148
XXl Ketentuan Lain-Lain 149-150
xxu Ketentuan Peralihan 151-157
XX Ketentuan Penutup 158-165
XKV [ 66- 168
KEV 169-172
XXV 173-175
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l'abel di atas menjelaskan muatan materi yang telah diatur dalam
LIUPMB. Materi muatan UUPMB  banyak menggunakan pendekatan
{ omnmemd And Control (Atur dan awasi), sehingga dalam kondisi seperti
Ini, pemerintah memiliki peran yang dominan dalam mengatur melalui
kiwenangannya dan juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan
hegintan ini. Oleh sebab itu peran vang diberikan oleh undang-undang
dnlm mengatur dan mengawasi tersebut seyogyanya harus terlaksana
secirn optimal untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan UUPMB pada
latwran implementasi.

I, Hirarki Perundang-Undangan Pertambangan

Keberadaan  pearturan perundang-undangan vang terkait dengan
penpelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dilepaskan
keterikatannya dengan ketentuan perundang-undangan yang lain. Uraian
punddn sub bab di atas telah banyak menjelaskan tentang substansi yang
terhuit dengan pengaturan pada UUPMB. Selanjunya akan diuraikan
kotentuan pelaksanaan yang terkait secara langsung dengan pengaturan
LILIPMIS,

11




Ketentuan UUPMB dalam rincian pasal-pasalnya hanya mengatur
ketentuan vang sifatnya inti. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam
pasal-pasal UUPMB, diserahkan pada pengaturan ketentuan lebih lanjut.
Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Rincian Pasal Membutuhkan Ketentuan Pelaksanaan
Bah Pasal Ketentuan Pelaksanaan
111 |Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah
YV [Pasal 9, 10, 11, 17, 25, 31, 32, 34 Peraturan Pemerintah
V. Pasal 26 PeraturanDaerah
Kabupaten/Kota
VIl [Pasal 49, 51, 54. 57, 60 Peraturan Pemerintah
VIl [Pasal 65 Peraturan Pemerintah
IX Pasal 71 Peraturan Pemerintah
IX [Pasal 72 PeraturanDaerah
Kabupaten/Kota
X [Pasal 76 Awyat 3, 74 Avat Z dan 3, 75| Peraturan Pemerintah
Aoyat 3
Xl [Pasal 86 Ayat | Peraturan Pemerintah
X1l |Pasal 87 88 Peraturan Pemerintah
X1 [Pasal 100, 103, 108, 111, 112 Peraturan Pemerintah
XIV Pasal 113,114, 115, 116 Peraturan Pemerintah
XV [Pasal 125, 126, 127 Peraturan Menten
XIX [Pasal |43 Peraturan Daecrah
Kabupaten/Kota
XIX [Pasal 139, 140, 141, 142, 143 Peraturan Pemerintal
XX [Pasal 151, 152, 156 Peraturan Pemerintah

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa ketentuan UUPMB masih
membutuhkan sejumlah peraturan pelaksanaan untuk mengoperasionalkan
ketentvan dalam pasal-pasal dalam table di atas. Kondisi ini menyebabkan
pasal-pasal tersebut di atas belum dapat berlaku efektif selama peraturan
pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan
daerah kabupaten‘kota belum ditetapkan.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan
pemerintah.Peraturan pemerintah yang dimaksud, adalah jabaran dari

hgtentuan  yang  telah  diatr  dalam UUPMB. Beberapa  Permturn
Pemerintah  yvang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait  dengin
pengnturan ULIPMB adalah sebagai berikut. vakni:

I, Peraturan Pemetintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilavah
Pertambangan.

2, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Lisaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan
dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Dan Pengelolaan  Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang.

5. Persturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
lepiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yvang berisi
perubahan kedua PP nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Iepiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sclain peraturan pemerintah di atas. juga melalui kebijakannya
Komenterian Energi Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan beberapa
[eraturan menteri, terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan
Bitubara, Pemerintah welah menerbitkan 4 (empat) peraturan pemerintah,
ditmmbah dengan | (satu) peraturan pmerintah yang mengatur tentang
purabahan yang kedua dari salah satu peraturan pemerintah yang telah
(iterbitkan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2014
Wit Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
virge berisi tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 23
Fabwn 20010, Dari keseluruhan  Peraturan  Pemerintah  yang telah
iierhitkan, tampak adanya ketentuan pasal-pasal dalam UUPMB yang
Bt distue dalam peraturan pemerintah.Selain membutuhkan peraturan
pinerintah, dalam table 5 di atas, bahwa ketentuan dalam UUPMB
femberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dacrah dalam
menerhitkan ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur
witning persoalan pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan inipun
bl akan  berlaku  secarn elektif, jika regulasi di daerah  belum

K




ditetapkan. Dengan demikian. dalam hirarkisnya, maka secara vertikal
keberlakuannya belum dapat dilaksanakan, dan menyebabkan belum dapat
berlaku efektifnva ketentuan tersebut.
Secara horizontal, keberlakuan UUPMB tidak dapat dilepaskan
dengan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya seperti:
I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Penanaman Modal Asing
Undang-Undang Perpajakan
Undang-Undang Perseroan Terbatas

o Lh e L

BAB 1V
FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERLUKAN DALAM
MENYELESAIKAN PERSOALAN TERKAIT
DENGAN PERTAMBANGAN RAKYAT

A, Koordinasi

Usaha pertambangan, oleh sebagian masyarakat sering dianggap
sihinpni penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pencemaran
Highungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi
i Hngkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak
o merugikan  kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) yang
dlsphubkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah. limbah
Idostri, minyak, dan logam berbahava, sehinggza mengakibatkan
[ighimgan tersebut tidak berfungsi seperti semula.™

Fakta  empiris bahwa  Keberadaan  pertambangan  rakvat  vang
dilakikan tanpa izin, masih mewarmai pola pertambangan yang ada di
Provins: Gorontalo, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

" e Ul =l lding normor 32 Taliun M09
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Tabel 1
DAFTAR LOKAS TAMSANG RAKYAT DI PROVING GORONTALD AKHIR
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[Data dalam tabel di atas menunjukkan sebaran lokasi tambang
rakvat di Provinsi Gorontalo.Pada Tahun 2012 terdapat di 15 lokasi pusat
kegiatan tambang rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten
Gorontalo.Dari  keseluruhan jumlah tersebut, hingga saat ini tidak
teridentifikasi jumlah pertambangan rakyat vang dilakukan tanpa izin.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab adalah:

|. Pertambangan rakvat vang dilakukan secara illegal dilakukan pada
lokasi vang sulit dijangkau, sehingga sulit untuk ditemukan.
2. Pada saat pemeriksaan atau pengawasan, pemilik tambang.tidak ada

di tempat.

3. Tidak tampak adanya pekerjaan tambang, sehingga terkesan seperti
lokasi bekas tambang.

i

Hul-hal inilah  yang menjadi penvebab sulitnyn  melnkubkun
fnpnwasan bagi usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat secim
(|

lerkait dengan persoalan di atas, perlu dilakukan analisis melalui 3
{lga) nspek, yakni perencanaan, pemberian izin dan penerapan izin.

l.okasi pertambangan yang dilakukan oleh rakyat atau yang dikenal
dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa lzin (PETI) berpotensi untuk
Windinyakerusakan  lingkungan termasuk pencemaran air sungai. Fakta
Weminjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas vang dilakukan oleh
synrakat  terindikasi  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran dan
hurusnkan lingkungan di sekitar lokasi Pertambangan Emas Tanpa lzin
(P11, Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat secara illegal tanpa
eikirkan  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup. Berdasarkan hasil
Wiwnnenra dengan Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup Kab.
Hune Bolange, bahwa faktor budaya hukum masyarakat termasuk salah
ik faktor yang mendukung terjadinya kondisi seperti yang dialami saat
il Muosyvarakat memiliki peran yang penting dalam mendukung upaya
pelestirian fungsi lingkungan, terutama pada area pertambangan.’' Kondisi
Il menunjukkan pentingnyva kerjasama berbagai pihak sehagai salah satu
Wpiyn ontuk mendukung pelaksananaan pertambangan yang berkelanjutan
din berwawasan lingkungan.Kerjasama dimaksud adalah dalam rangka
feiingkatkan peran masyarakat untuk melakukan pelestarian fungsi
Higkungan, dan juga fungsi pengawasan (kontrol) masyarakat. Terutama
finils  wilayah pertambangan vyang dikelola secara tradisional. Peran
Mnynrakat adalah  dalam melakukan pengawasan sosial. Fakta empirik
wiiiukkan walaupun telah dibentuk berbagai peraturan perundang-
Widinngon, namun aktivitas Pertambangan Emas Tanpa lzin (PET1) masih
i terjadi. Kenyataan menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan yang
dlukibatkan  oleh  Pertambangan Emas Tanpa lzin (PETI) cukup
Wwenpkhawatirckan/  membahayakan. dan  hal  ini  dikhawatirkan
fenimbulkan dampak negatif, yakni tercemarnya air sungai, sebagai salah

i :
Il Wanswamenrn
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satu sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga
masyarakat.

Hasil wawancara dengan warga masyarakal yang juga aparat
pemerintah Kecamatan Bulawa mengkhawatirkan kualitas sumber air di
wilayah tersebut, yang dikhawatirkan telah tercemar.” Hal ini
dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan warga terutama masyarakat
sekitar wilayah tambang.

Secara substansi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah
memberikan kewenangan untuk mengatur pertambangan rakyat, termasuk
hal-hal yang terkait dengan pengelolaan lingkugan untuk meminimalisisr
dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh sebab itu izin menjadi salah satu
instrumen penting terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah diuraikan
dalam pembahasan di atas.Pengelolaan pertambangan berpotensi merusak
lingkungan, jika tidak dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan
dalam aturan perundang-undangan.Oleh sebab itu koordinasi kelembagaan
menjadi persoalan penting untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan
tersebut.

Pada pertambangan tanpa izin seperti halnya di lokasi penelitian,
menjadi kendala utama adalah tidak dimilikinya izin sebagai dasar
legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan. sehingga hal ini
berdampak pada sulitnva melakukan pembinaan kepada warga penambang
it sendiri. Termasuk upaya membangun kesadaran hukum masyarakal
untuk menaati segala ketentuan untuk memenuhi standar baku mutu
lingkungan, sebagai efek dari kegiatan penambangan secara illegal.lzin
belum dapat ditetapkan sebelum adanya penetapan Wilayah Pertambangan
Rakvat terlebih dahulu. Melalui penetapan wilayah pertambangan rakyat.
maka diharapkan penertiban pertambangan rakyat akan lebih mudah
dilaksanakan. Untuk kabupaten Gorontalo Utara. pembahasan tentang
Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW telah dilaksanakan.

Secara umum, kerjasama vang dilakukan antar instansi. baik Dinas
PertambanganProvinsi, dengan Dinas Pertambangan Kabupaten serta

12

Hasil wawangara dengan Aparst Pemerintah
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Widan Lingkungan Hidup dibeberapa wilayah pertambangan khususnya di
Hone Bolango, sudah berjalan dengan baik.”'Hingga saat ini belum ada
(ngaturan mengenal pembinaan, pengawasan dan perlindungan pada
ihnsyarakat, dapat menimbulkan peluang terjadinya pertambangan emas
lhipa izin pada masyarakat, walaupun pengaturan mengenai pertambangan
dinas tanpa izin ini telah diatur pada Peraturan Perundang-undangan yang
lobih tinggi, tetapi hal ini perlu pengaturan secara detail dalam Peraturan
[Mwernh sesuai kebutuhan masyarakat.

Relevan dengan uraian diatas, maka pertambangan rakyat secara
loknl dirasakan perlu mendapat perhatian dengan serius karena di satu
fillink kegiatan ini membuka lapangan kerja kesempatan berusaha bagi
fksyarakat lapisan bawah. sedangkan di lain pihak bahwa kegiatan ini jika
Uik dibina dapat berpotensi merusak lingkungan hidup. Pertambangan
Fimns Tanpa lzin (PETI) merupakan masalah yang pelik.Di satu sisi
hegintan  Pertambangan Emas Tanpa lzin (PETI) belum menerapkan
hnidah pertambangan secara benar (good mining practices) sebagaimana
v diharapkan. Selain itu terkesan belum tersentuh hukum.Di sisi lain
bl galian bersifat tak terbarukan (mon remewable resources) dan dalam
penpeloliannya berpotensi merusak lingkungan Oleh sebab itu. berbagai
dnmpak negatif vang tidak saja merugikan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
tlapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang.

Sebagaimana lazimnya, suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan
akan - memberikan  dampak  baik positif maupun negatif terhadap
Higkungan. Demikian pula halnya dengan kegiatan pertambangan emas
v dilakukan masyarakat tanpa dilengkapi dokumen lzin, maka secara
lnpsung  maupun  tidak langsung dikhawatickan  akan menimbulkan
dimpak tevhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pampak terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat terjadi
sfuk tahap persiapan sampai ke tahap pemurnian, oleh karena pelaksanaan
hopintan  pertambangan  emas tanpa  dilengkapi  dokumen  lzin
Portmmbangan Rakyat dilakukan kurang memperhatikan persvaratan teknis

1
Il waswamearn




pertambangan. Dampak yang paling menonjol umumnya terjadi baik pada
tahap penggalian. pengolahan sampai dengan tahap pemurnian. dengan
menggunakan zat kimia berbahaya.

MNamun fakta empiris menunjukkan bahwa kendala vang dihadapi
oleh Pemerintah daerah. dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan
pertambangan rakyat, antara lain:

I. Kegiatan penambangan emas lanpa izin sulit ditertibkan, karena
kegiatan tersebut menjadi sumber utama penghasilan warga
terutama para penambang, sehingga secara langsung ataupun tidak
langsung berdampak pada kondisi ekonomi para penambang itu
sendiri.™

2. Lokasi Pertambangan tanpa izin menycbar, dan sebagian besar
dilakukan di daerah vang jauh dan sulit ditempuh/dijangkau, dan
sarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah terbatas. selain itu
kurangnya personil dibidang pengawasan lingkungan. Berdasarkan
data lapangan personil pengawasan lingkungan di Kab. Bone
Bolangd hanya berjumlah 5 orang,

3. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin merupakan pekerjaan
yang sccara lurun temurun dilakukan oleh masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya:

4, Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih banyak

bersifat pembinaan dan belum menerapkan sanksi.”

5. Tidak adanya tindakan tegas kepada para penambang vang terbukti
mencemari  lingkungan. Oleh sebab itu seyogyanya Pemda
menindak setiap bentuk pelanggaran sesuai hukum vang berlaku.

Langkah-langkah ataupun  kebijukan wyang dilakukan oleh
Femerintah Daerah dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan
yvang terkait dengan Pertambangan Emas Tanpa lzin (PETI) seperti
tersebut yvakni melalui penetapan wilayah pertambangan rakyat yang telah
dilakukan di beberapa kabupaten. di Provinsi Gorontalo.Hal ini diharapkan

a4 =
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menjadi suatu langkah awal dalam menata maraknya pertambangan tanpa
I#in yang semakin hari semakin meningkat dan cenderung tidak terkendali.
wecara normatif pemerintah daerah pada tingkat kabupaten maupun kota.
diberikan kewenangan dalam mengatur serfa melakukan pembinaan dan
jrengawasan terhadap pertambangan rakvat,

langkah preventil melalui penyuluhan dan pembinaan kepada
Mnsyarakat khususnya para penambang, perlu dilakukan sebagai upaya
intisipasi dampak negatif.Sebagai langkah dalam mewujudkan tindakan
penpawasan dan pengendalian serta adanya keterpaduan dan keserasian
pelaksanaan  kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan
hidup, maka perlu adanya langkah terpadu melalui koordinasi lintas
sekioral yang baik dalam mewujudkan hal ini. Undang-Undang Nomor 4
Inhun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
leluh mengatur bahwa lingkup pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan
linghungan hidup pada dasarmya meliputi berbagai sektor yvang menjadi
finpeung jawab berbagai kementerian dan instansi pemerintah, Untuk
Menghindari tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan perlu
dinya  koordinasi. integrasi. sinkronisasi dan simplifikasi melalui
pernngkat kelembagaan vang dikoordinasikan oleh Menteri.Pada timzkat
tiernh hal tersebut juga dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan yang
i pada pemerintah daerah.

Relevan dengan uraian di atas, maka dianggap perlu menetapkan
sbunh naskah akademis sebagai lagkah awal kajian.Dengan demikian
dilirapkan menjadi langkah awal dalam menetapkan legalitas pengaturan
Pertmmbangan rakyat.

N, Evaluasi

Proses evaluasi merupakan salah satu proses yang senantiasa perlu
Wilukakan baik pada tahapan proses maupun pada tahapan akhir dari setiap
pelaksanaan  kegiatan. Evaluasi penting dilakukan  untuk mengetahui
sinilimana: program yang dilaksanakan berjalan sesuai harapan ataupun




tidak.Oleh sebab itu upaya melakukan evaluasi merupakan bagian yang
sangat penting.

Dalam UUPMB Bab XIX Pasal 139 ditetapkan ketentuan mengenai
pembinaan. pengawasan dan perlindungan masyarakat. Dalam ayat 2
ketentuan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberian pedoman dan standar pengelolaan usaha pertambangan:

b. Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi;

c. Pendidikan dan pelatihan;

d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan. dan evaluasi,
penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan
batubara.

Dalam ketentuan ini telah diatur hal-hal terkait dengan pembinaan,
termasuk pengaturan terkait dengan evaluasi Evaluasi di sini dapat
dilakukan terhadap izin vang telah dikeluarkan.Apakah pemegang izin
telah melaksanakan kegiatan ataupun hak dan kewajiban sesuai vang telah
dicantumkan dalam izin.Demikian pula dengan izin yang telah ditetapkan
tapi tidak dilaksanakan. Rangkaian kegiatan ini belum dapat dilakukan
karena di provinsi Gorontalo, kegiatan pertambangan rakyat masih
dilakukan secara illegal tanpa izin.

BAB V
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERTAMBANGAN RAKYAT

I¥alam memberikan perlindungan hukum terhadap pertambangan
fkyan di daerah, maka beberapa hal vang perlu diperhatikan yakni,

A,  Sinkronisasi

IJalam menyusun sebuah kerangka produk perundang-undangan.
iinkn idealnya harus mengacu ataupun  berpedoman pada asas
peinbentukan peraturan perundang-undangan vang baik, sebagaimana telah
ditetnpkan dalam Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 2011 tentang Undang-
Lndnng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut
swhignimana dimaksudkan dalam Pasal 6 vakni:

I, Kejelasan tujuan:

Lo kelembagaan ataw pejabat pembentuk vang tepat;
| Kesesuaian antara hiverki, jenis dan materi muatan;
Ao Drapat dilaksanakan:

5, kedavagunaan dan kehasilgunaan;

fi. Kejelasan rumusan;

. Keterbukaan.

Secara normatif materi muatan peraturan perundang-undangan harus

Meheerminkan asas:

I Pengayoman;

' kemanusiaan;
I Kehangsaan;
I Kekeluargaan;
S Kenusantaraan;
fi. Bhineka Tunggal ka;




7. Keadilan;
$. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan:
0. Ketertiban dan kepastian hukum;

10. Keseimbangan keserasian dan keselarasan.

Point-point vang telah disebutkan di atas menjadi dasar utama dalam
menyusun setiap produk perundang-undangan.Setiap produk perundang-
undangan vang dihasilkan seyogyanya berpedoman pada asas-asas yang
telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya dalam ketentuan tersebut di atas telah diatur tentang tata
urutan perundang-undangan sebagai berikut:

I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
. Ketetapan Majelis permusyawarakatn Rakyat:
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:
. Peraturan Pemerintah;
Peratuan Presiden:
Peraturan Daerah Provinsi:
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

=1 G bn odm Lk S

Dengan diaturnya ketentuan hierarki perundang-undangan, maka
berlaku ketentuan bahwa ketentuan perundang-undangan yang lebih
rendah harus sesuai dengan ketentuan yvang diatur dalam peraturan yang
lebih tinggi. dan tidak dibenarkan untuk saling bertentanzan, Oleh sebab
itu sebuah produk perundangan seperti Peraturan Daerah baik pada tingkat
provinsi ataupun kabupaten kota. tidak dibenarkan bertentangan dengan
ketentuan perundangan yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari
Peraturan daerah. Demikian pula dengan Peraturan Daerah pada kabupaten
kota, tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan daerah pada
peraturan daerah tingkat provinsi, bahkan peraturan lainnya yang lebih
tinggi kedudukannya.

Uraian diatas menunjukkan perlunya sinkronisasi aturan perundang-
undangan dalam mewujudkan produk perundang-undangan yang
baik.Sinkronisasi  dimaksud  adalah  keselarasan  dengan  produk
perundangan vang secara hirarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi.Jika

44

dikiitkan dengan perencanaan sebuah peraturan daeval, muka Keteniim
lersehut seyogyanya sinkron dengan ketentuan yang hirarkinyn lebil thl
drl peraturan daerah itu sendiri.

Hasil pertemuan dalam diskusi fokus. diperaleh hasil diskusi buliwn
hednyagunaan dan kehasilgunaan dari sebuah produk perundang-undangan
yinp nkan dibuat sangat penting diperhatikan dalam membuat sebuah
desnin rencana peraturan tersebut. Hal ini seyogyanya tampak dari desain
imodel naskah akademik yang dibuat, sebagai langkah awal.Hal ini
Witunya menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar untuk
mewujudkan kerangka desain model peraturan perundang-undangan sesuai
yung dipersyaratkan oleh undang-undang,

I}, Mekanisme Perizinan

Dalam  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pombentukan peraturan  perundang-undangan diatur tentang persoalan
kit dengan sebuah desain model naskah akademik Salah satu bagian
i penting dalam sistematika naskah akademik adalah persoalan yang
furknit dengan jangkauan, arah pengaturan ruang lingkup, materi muatan
fndang-undang  ataupun  peraturan daerah provinsi ataupun  peraturan
diernl kabupaten/kota. Hal ini menjadi penting untuk dijadikan dasar
il penetapan kebijakan selanjutnya.

lerkait dengan hal ini, hasil diskusi fokus dapat disimpulkan
frlunya suatu kebijakan dalam mengatur persoalan terkait dengan
pertnmbangan  rakyal, karena pertambangan rakyat menjadi mata
pencaharian masyarakat  di wilayvah  tersebul  sccara turun
winirin, Relevan dengan  hal tersebut, maka mekanisme perizinan
mengndi sate hal yang sevogyanya termasuk dalam muatan desain model
ikl akademik yang model desainnya terlampir dalam lampiran 1 (satu)
e litian ini,

st Dhskousi Fokus dengan tema “Pertambangan Rakyat Ji Gorontala™, 11 Oktober
FINIR
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BAB V1
PENUTUP

Kesimpulan

Mordasarkan uraian di atas disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

I} lumlah Pertambangan rakyat di Provinsi Gorontalo vang dilakukan
secara illegal, meningkat dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu
diperlukan kebijakan dalam bidang hukum untuk mengatur hal
lersebut.

1) Diperlukan koordinasi dan evaluasi untuk dapat menvelesaikan
hwrbagai  persoalan vang  terkait dengan  pengelolaan  usaha
pertambangan rakyat.

1) Perlunya sebuah desain model naskah akademik yang dapat
memperkuat  kebijakan  pemerintah  daerah dalam  melegalkan
kegiatan pertambangan rakyat yang selama ini dilakukan secara
illegal.

Saran

Untuk  meminimalisic maraknya pertambangan rakyat yang

lilakukan  secara illegal tanpa izin di Provinsi Gorontalo. maka
sevogyvanya perlu menyusun sebuah rancangan Peraturan Daerah. sehingga
dilrapkandapat  memberikan perfindungan hukum terhadap rakyat di
iorah.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Sumberdaya alam (SDA) merupakan sumberdava yang paling
esensial bagi kelangsungan hidup manusia dan  makhluk  hidup
lainnya.Sumberdaya alam tidak hanya menyediakan sesuatu yang
diperoleh dari lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
manusia namun juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yvang cukup
besar bagi kesejahteraan suatu bangsa (wealth of nation) (Fauzi, 2006).

Keberadaan sumberdaya alam mineral dan batubara akan
memberikan  manfaat bagi kelangsungan hidup manusia.  jika
pengelolaannya dilakukan secara benar sesuai ketentuan dan perundang-
undangan. Sebaliknya keberadaan sumber daya alam mineral dan batu bara
ini akan menjadi potensi bencana. jika tidak dikelola secara benar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan pertambangan yang
diharapkan adalah pola pertambangan rakyat tanpa mengabaikan prinsip-
prinsip  pengelolaan  lingkungan  yang diwajibkan oleh  peraturan
perundang-undangan, Dengan demikian maka pemanfaatannya diharapkan
dapat memenuhi standar peningkatan taraf ekonomi rakyat, tanpa
mengabaikan keberlanjutan  kehidupan manusia untuk  mendapatkan
lingkungan vang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan batubara dalam Bab IX Pasal 66 — 73. telah mengatur
mengenai pertambangan rakyat. Dalam hal pengelolaan pertambangan
rakvat pemerintah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengatur persoalan hukum yang terkait dengan pertambangan rakyat. Oleh
sebab itu pengaturan lebih lanjut tentang hal ini sevogyanya sudah diatur
dalam produk hukum di daerah wakni dalam bentuk Peraturan Dacrah
sebagaimana vang diamanatkan oleh undang-undang.

)
B

BAB 11
TINJAUAN AKADEMIK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Dalam ketentuaan tersebut juga telah diatur tentang
(atu cara perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin, termasuk penetapan
Wilavah Pertambangan Rakyat. Melalui pengaturan ini diharapkan konsep
pertambangan  yang berkelanjutan dan  berwawasan lingkungan dapat
dircalisasikan.

Provinsi Gorontalo, memiliki potensi tambang mineral yang tersebar
(i beberapa wilayah kabupaten. seperti Kabupaten Pohuwato, Kabupaten
Bonlemo. Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango.
[ eheradaan tambang emas ini sejak jaman dahulu dikelola oleh warga
musyarakat dengan menggunakan pola pertambangan tradisional.Seiring
dongan perkembangan waktu, maka pengelolaan pertambangan emas.
whagion dikelola oleh para investor. Banyaknya potensi tambang di
['rovinsi Gorontalo. menjadi salah satu penyebab maraknya pertambangan
fukyal tanpa izin di daerah ini. Berbagai usaha yang dilakukan oleh
emerintah baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun
belim juga dapat mengatasi kegiatan penambangan yang dillakukan secara
llegal. Upaya tersebut diantaranya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan
pembinaan, penertiban  serta untuk menghindari dampak negatif yang
ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut (hasil wawancara
respomden).

Selama ini adanya kegiatan Pertambangan Emas Tanpa lzin (PETT)
alel masvarakat di daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya
mineral  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  dampak negatif  bagi
Highungan, bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan malapetaka bagi
kelangsungan hidup manusia. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh
iy e Pertambangan Emas Tanpa lzin (PETI) diantaranya dampak sosial
ving hubungan dengan  pergeseran nilai-nilai budaya lokal, dampak




kerusakan lingkungan, serta terabaikannya unsur-unsur keselamatan dan
kesehatan dalam melakukan pekerjaan. Selain itu. potensi konflik antar
penambang itu sendiri, konflik perebutan lahan, kadangkala bahkan
mengarah kepada tindakan kriminal yang pada akhirmya dapat merenggut
nyawa manusia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa seyogyvanya Pemerintah Daerah
melalui kewenangannya dapat membentuk instrumen hukum dalam bentuk
Peraturan Daerah untuk memberikan landasan hukum ataupun
perlindungan hukum. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan
perlindungan  hukum baik bagi pengelolaan pertambangan rakyat,
masyarakat, maupun perlindungan terhadap pelestarian fungsi lingkungan
hidup untuk jangka panjang.

1) Tujuan

Tujuan Naskah Akademik ini adalah untuk memberikan kajian dan
kerangka filosofis, sosiclogis. ekonomis, dan yuridis tentang perlunya
pembentukan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan  aktivitas
Pertambangan Rakyat. Naskah ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi
pihak vang berkepentingan untuk meningkatkan kebijakan selanjutnya.
Kajian dalam naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk
merumuskan pokok-pokok pikiran vang akan menjadi bahan dan dasar
bagi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertambangan
Rakyat.

2) Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari Naskah Akademik ini adalah :
a. Memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Provinsi
Gorontalo, sekaligus dapat menjadi acuan dalam pembuatan
kebijakan dimasa yang akan datang dalam hal pengelolaan

Pertambangan Rakyat.
b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak  yang memiliki
kepentingan dan juga masyarakat mengenai urgensi konsep dasar
pengelolaan Pertambangan Rakyat.

M
—_

3)  Metode Penulisan
Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan berdasarkan penelition
dengan menggunakan jenis penelitian hukum non doktrinal. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut, maka desain model naskah akademik ini berhasil
disusun.
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BAB 11l
LANDASAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

A.  Kajian Filosofis

Yang dimaksud landasan filosofis adalah atau pandangan hidup
tiada fain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan
etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik sesuai
norma-norma (kaidah) hukum yang berlaku di masyarakat, Adapun jenis
falsafah hidup, seyogyanya dapat menjadi dasar filosofi, ataupun
pertimbangan nilai moral dalam membentuk setiap produk hukum yang
akan dibuat, sehingga dengan demikian memenuhi standar yang
dibenarkan secara moral dan secara kaidah. Oleh sebab itu. maka setiap
peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk seyogyanya secara
filsufis sesuai dengan kaidah/norma serta standar moral berlaku di
masyarakat yang menjadi objek berlakunya produk perundang-undangan
tersebut.

Pada hakekatnya sumber daya alam merupakan kckayaan alam yang
diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mineral dan batubara adalah
kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak,
karena itu pengelolaannya harus dilakukan. dengan harapan dapat
memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam
usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam peraturan perundang-
undangan, yvakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

B. Kajian Yuridis

Landasan yuridis adalah segala bentuk peraturan perundang-
undangan vang menjadi dasar bagi pemerintah daerah  dalam

melaksanakan kewenangannya dalam  setiap pembuatan  peraturan
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perundang-undangan. Selain menentukan dasar kewenangin Innilmsan
hukum juga merupakan dasar. legalitas ataupun pengakuan terhadap sini
hal.Landasan vuridis sangat diperlukan dalam setiap  pembentukun
peraturan perundang-undangan.Jika dihubungkan dengan persoalan ying
lerkait dengan masalah pertambangan mineral dan batubara, maka
persoalan yuridis menjadi sangat dibutuhkan dalam mengatur fentang hal
ini,

Sektor pertambangan tidak dapat dilepaskan dari sektor yang lain.
seperti kehutanan, konservasi, lingkungan hidup dan persoalan yang terkait
dengan masalah agraria, Demikian pula kewenangan dalam mengatur tentu
tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan perundang-undangan yang
memberikan dasar dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam
mengatur.Oleh sebab itu landasan yuridis yang dapat dijadikan dasar
dalam menyusun peraturan  perundangan yang mengatur tentang
perambangan rakyat, tidak dapat dilepaskan dengan berbagai ketentuan
perundang-undangan  tersebut. Adapun  ketentuan perundang-undangan
ving dapat dijadikan sebagai  landasan yuridis dalam penyusunan
peraturan daerah terkait dengan pertambangan rakyat adalah sebagai
berikut:

I.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam

Undang-Undang Nomor 4] Tahun 1999 Tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2004

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

N )

Daerah

5, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

C. Kajian Sosiologis

Aspek sosiologis adalah dasar pertimbangan yang sifatnya empiris
vang menjadi dasar pertimbangan dalam setiap penyusunan suatu produk
perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa, asas-
asas dalam membetuk setiap produk perundang-undangan, sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal & yakni;

Kejelasan tujuan;

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat:
Kesesuaian antara hirerki. jenis dan materi muatan;
Dapat dilaksanakan:

Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Kejelasan rumusan:

Keterbukaan.

~ ho LA L B —

Secara normatif materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan asas:
1. Pengayoman;
Kemanusiaan;
Kebangsaan;
kekeluargaan;
Kenusantaraan;

Bhineka Tunggal Ika;

Keadilan;

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
Ketertiban dan kepastian hukum:

Keseimbangan keserasian dan keselarasan.

o = - e - P S
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Point-point yang telah disebutkan di atas men/adi dis
menyusun setiap produk perundang-undangan, Setiap prodil
undangan vang dihasilkan seyogvanya berpedomun pudi anisusis
telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. .

Upaya pemerintah daerah dalam mengelola sumber diyn wli
dalam hal ini mineral dan batu bara adalah dimaksudkan sebugsl Wil
untuk  meningkatkan  perekonomian masyarakat tanpa  mengabisil
lingkungan di daerah. Oleh sebab itu perlu didukung oleh semun il
termasuk dukungan dari lapisan masyarakat.

Secara sosiologis pertambangan rakyat di Provinsi Gorontalo el
fuma dilakukan oleh rakyat.Keberadaan pertambangan rakyat dilakuki
tanpa  izin.Pengelolaannya dilaksanakan secara tradisional  deng;
menggali lubang vang diprediksi memiliki potensi mineral yakni enmi
I'roses pemurniannya pun dilakukan dengan cara sederhana, Kegiatan |
dilakukan oleh masyarakat penambang dengan cara berpindah-pind
fempat. jika di tempat tersebut sudah tidak ditemukan potensi mine
emas. Kondisi  ini  meninggalkan bekas lubang-lubang tamban
Pengawasan sulit dilakukan karena dilakukan di daerah yang su
dijangkau.Oleh sebab itu kondisi sosial ini vang sevogyanva harus disika
untuk meminimalkan hal-hal vang tidak diinginkan.Untuk meminimali
lial tersebut, maka pemerintah melalui kewenangan mengatur per
menetapkan peraturan daerah yang mengatur permasalahan yang terk:
dengan tambang rakyat ini.

. Kajian Ekonomis

Sumber daya mineral dan batubara merupakan salah satu sumk
devisa yang dapat menunjang peningkatan ckonomi daerah, jika dikelc
secirn maksimal. Hal ini dikarenakanemas merupakan salah satu benti
lopmn mulia yang harganya terus meningkat dari waktu ke waktu.Poter
i menjadi kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Gorontalo, terutarn
masyarakat yang berprofesi sebagai penambang. Bahkan kondisi |
menjodi pembeda  dengan daerah lain, yang tidak memiliki sumber da
mineral seperti ini. Bagi mereka yvang bekerja di bidang pertambang:
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penghasilan dari sumber pertambangan dapat membantu meningkatkan
sumber penghasilan keluarga. Kegiatan pertambangan rakyat mampu
menampung tenaga kerja, dan penganggur yang meningkat dari tahun ke
tahun.Kegiatan pertambangan rakyat di daerah diharapkan dapat
mempercepat pembangunan dan pengembangan daerah seperti Provinsi
Gorontalo (Provinsi belum lama terbentuk). Oleh karena itu diharapkan
dapat memberikan nilai tambah yang positif dalam berbagai sektor
pembangunan di bidang yang lain. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut,
maka pertambangan rakyat harus dapat dikelola dan di manfaatkan secara
optimal baik untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang.

BAB 1V th
MATERI DAN RUANG LINGKUP

Materi dan ruang lingkup ataupun substansi yang distur dali
Peraturan  daerah ini tidak boleh bertentangan dengan  permiurm
perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai derajat febil Hnpy
duri peraturan daerah yang akan dibual. Persoalan yang terkait denpal
pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilepaskan dari ketentun
perundang-undangan yang terkait lainnya seperti, sebagaimana telul
diuraikan pada point landasan yuridis. Oleh sebab itu dalam uraian yan,
lerkait dengan pengertian, asas dan tujuan pembentukan peraturan daeral
ini. tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undan,
Nomor 4 Talun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

A.  Pengertian, Asas dan Tujuan

I. Pengertian

Pengertian perlambangan dalam Pasal | angha 1 UU No. 4 Tahu
2009 adalah sebagian atau selurub tahapan kegiatan dalam rangk
penelitian, pengelolaan dan penguasahaan mineral atau batu bara yan
meliputi penvidikan  umum.  eksplorasi, studi kelayakan, kontruks
penambangan. pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualar
serta kegiatan pascatambang.

Pengertian di atas memiliki makna yang luas. karena melipu
herhagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakuka
sebelum  penambangan, proses  pertambangan, dan sesudah  prose
penambangan.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pertambangan dalai
liitannya dengan mineral dan batu bara, maka yang disebut denga
pertambangan mineral adalah  pertambangan kumpulan mineral yan
berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi minyak dan gas bumi, serta a
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tanah (Pasal | angka 4). Selanjulnya  pertambangan batubara adalah
pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi. termasuk
bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (pasal 1 angka 5). Pertambangan
rakyat adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk
dengan menggunakan alat-alat sederhana dan luas wilayah pertambangan
sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, vang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.  Asas-Asas yang Berlaku
Asas-asas yang berlaku dalam pertambangnan mineral dan batu bara
telah ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 ada 4 (empat} macam, yaitu:
a. Mantaat, Keadilan dan keseimbangan;
b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara;
. Partisipatif, Transparansi dan Akuntanbilitas:
d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

[#]

3. Tujuan Wilayah Pertambanngan
Wilavah pertambangan adalah wilayvah vang memiliki potensi
mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan vang merupakan bagian dani tata ruang nasional,
a. Bentuk wilayah pertambangan
Mengenai bentuk wilavah pertambangan terdirt atas wilayah usaha
pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR). dan
wilayah pencadangan negara.
b. Wilayah Usaha Pertambangan
Wilayah usaha pertambangan, adalah bagian dari  wilayah
pertambangan yang telah memiliki kesediaan data, potensi dan/atau
informasi geologi.Penetapan WUP pada prinsipnva pemerintah
dalam hal ini Menteri ESDM.Pemerintah dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada Pemerintah provinsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk satu WUP terdini
atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah lzin Usaha Pertambangan

(WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintos wilnynl
kabupaten/kota. dan/atau dalam | (satu) wilayah kabupaten/kotn,

Adapun tentang luas dan batas WIUP mineral logam __._.n__: bty bar
i tetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan _.EEE.:..E_.# F__H.EE__
herdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Mengenai r:__n_._n
untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WILUP dalam 1 (satu) WL

adalah sebagai berikut:
1) Letak geografis;
2} Kaidah konservasi;
3) Daya dukung lindungan lingkungan:
4) Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batu bara: dan
5) Tingkat kepadatan penduduk.

5.  Wilayah Pertambangan Rakyat

Vane dimaksud dengan Wilayah Pertambangan Rakvat (WPI

adalah  bagian dari wilayah tempat pertambangan tempat dilakuk:

kegiatan usaha pertambangan rakyat. ,
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. maka kegiat:

pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah _um_..u_:ww_..m“
[takyat (WPR), Pejabat yang herwenang Ea:ﬁ%f.: Wilay:
_.....__.m___s_um_:mm_.. Rakyat (WPR) adalah m:ﬁm:ﬂ Walikota  setel
mengadakan  konsultasi  dengan Dewan Perwakilan Rakyat U__N_E._
kabupaten/Kota, Adapun mengenai kriteria untuk menctapkan Wilay
Perfambangan Rakyat (WPR) adalah schagai berikut: ,
|y Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di
dan/atau di antara tepi dan tepi sungai:
2) Mempunyai cadangan primer logam atau atau batu bara deng
kedalaman 25 (dua puluh lima) meter:
1) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba:
1) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua pul
lima) hektare:
5) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang:dan /atau

511

63




6) Merupakan wilayah atau temapat kegiatan tambang rakyat yang
sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 135 (lima belas) tahun.

Apabila terdapat suatu wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat
vang sudah dikerjakan tetapi belum di tetapkan  sebagai Wilayah
Pertambangan Rakyat (WPR), maka diprioritaskan untuk ditetapkan
pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

C.  Pengaturan Hak dan Kewajiban

Yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakvat (IPR) adalah izin
untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan
rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi 4 (empat)
macam. yaitu sebagai berikut:

|} Pertambangan mineral dan logam;
2} Pertambangan mineral bukan logam;
3) Pertambangan batuan, dan/atau;

4} Pertambangan batubara.

Terkait dengan kegiatan pertambangan rakyat. maka terdapat hak
dan kewajiban bagi Pemegang 1zin Pertambangan Rakyat (IPR). yvakni :
1.  Hak Pemegang Izin Pertambangan Rakyat
Pemegang lzin Pertambangan Rakyat (IPR). sesvai pasal 69 UU
No.4 Tahun 2009 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen
dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

2.  Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat
Selain  hak-hak diatas, pemegang lzin Pertambangan Rakyat
mempunyai kewajiban-kewajiban berdasarkan pasal 60, yaitu:

L

a. Melakukan kegiatan penambangan paling lnbat 4 (
setelah lzin Pertambangan Rakyat diterbithan,

b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ke
dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan linghutignn i
memenuhi standar yang berlaku.

¢. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah,

d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi.

¢. Menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkal;
kepada pemberi Izin Pertambangan Ralkyat.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang Izin Pertambangl
Rakyat dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat juga wajil
menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.Jadi selain wajil
mengikuti aturan hukum. pemegang lzin Pertambangan Rakyat (IPR]
wijib mengikuti aturan teknis pertambangan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa undang-undang tela
memberikan  kewenangan vang  begitu  besar  dalam pengelolaa
pertambangan rakyat, yang saat ini marak dengan pertambangan E:c
izin. Terhadap pemerintah daerah. pemerintah  telah  memberika
Lewenangan mengenai tata cara perizinan yang diatur dengan peratura
daerah. Melalui kewenangan ini, maka pemerintah dacrah mendapatka
kewenangan untuk mengatur scsuai amanat yang telah diberikan ole

undang-undang ini.

1), Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral  Da
Batubara
Sejalan dengan penguasaan pertambangan herada pada pemerint:
nka pengelolaan dilakukan pembagian wewcenang dengan ___ﬁ._mm,_E
finghat  kewenangannya  yaitu pemerintah  tingkat pusat, provin:
kibupaten/kota.

I.  Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat memiliki kewenagan mengelola melakuk:

tindakan sebagai berikut :




a. Penetapan kebijakan nasional,

b. Pembuatan peraturan perundang-undangan.

c. Penetapan standar nasional, pedoman dan Kriteria,

d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara
nasional.

e. Penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan  berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

f. Pemberian IUP pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat,
dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas
wilayah provinsi dan /atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas)
mil dari garis pantai.

2. Pemerintah Provinsi

Untuk pemerintah provinsi ruang lingkup kewenangan pengelolaan

sesuai dengan wilayah administrasinya, antara lain :

a. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Daerah,

b. Pemberian izin usaha pertambangan. pembinaan, penyelesaian
konflik masvarakat dan pengawasan usaha pertambanagan pada
lintas wilavah kabupaten/kota dan/atay wilayvah laut 4 (empat)
mil sampai dengan |2 {dua belas) mil,

¢. Pemberian izin usaha pertambagan., pembinaan. penyelesatan,
konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi
produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah
kabupaten/kota danfatau wilayah laut 4 (empat) mil sampai
dengan 12 (dua belas) mil.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam

melakukan pengelolalaan pertambangan meliputi wilayah administrasinya,
antara lain dengan :

a. Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Daerah,

G

1z
b. Pemberian  1zin usaha  pertambangan (1LP} .....::.a _A,_ﬂ__.F
, rtambangan rakyat (IPR), pembinaar. ﬁnzuﬁ_nm:.m:. w_ :
_wzmmnﬁ__mrmﬁ dan pengawasan usaha ﬁn:m__.ém,:mm: a.....m___m“,x._w“r
rm_m..._ﬁwﬁ:_fﬂﬁ dan/atau wilayah laut sampal dengan 4 (empat)
mil. . . N
pPemberian  1UP dan IPR. pembinaan, Penyelesaian r_u:ﬁ___r.
- operast
aha pertambangan Op
masyarakat dan pengawasan USERE 7 ;
EdM:rmm yang kegiatannya berada diwilayah .rmﬁ:vﬂm&rnﬁ
dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 .‘.nﬁﬂm&_ mil. .
i i5asi elidikan dan penelitian, se s
d. Penginventarisasian, penye ) A, ¢ -
am_mn”.,.. rangka memperoleh data dan informasi mineral dan b
bara. | -
_ Pengelolaan informasi geologl. L
) qm:.w hara, serta informasi pertambangan pada wilayah
kabupaten/kota,
f Pemgembangan d
usaha pertambangan
lingkungan.

informasi potensi mineral dan

an pemberdayaan masyarakat setempat mmr.zj
dengan memperhatikan kelestarian

angan pengelolan _u_n_,_m:.&mzm.ﬂ: __,.._unq__:“.__._..“._wUMWM
sebagian tugas pengelolaan dilimpahkan rnﬁm;mﬁ _uw_ﬂ.w__ﬂ “H” mmhﬂﬁ wum.;_m_
pertimbangannya adalah, karena .ﬂ_mn,a: mengela _“H___ e
yang nyata dilakukan di daerah, mm_.__:_mmm memudahkan pe By
m_s.m._.a mengatur.Selain jtu pembagian kewenangan H.#m_ ol
untuk  mencipiakan ketertiban, keteraturan dan ke

pengelolaan pertambangan.

Pembanian kewer

4. Kewenangan Memberikan lzin __“.nﬁuu_.__.ﬂ_u.gm._u” Mn:—n“_m_ ““.M”“._m_
. . PR maka pejabal ¥a
Sehubungan dengan penetapan 1= A pe : -
memberikan izin tersebut adalah Bupati"Walikota ﬂ.m.mﬂﬁ mw___:_m_ L
Tahun 2009).Bupati/Walikota hanya dapat memberikan .
baik yang sifatnya perseorangan maupun ke omp
claksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahk
dengan  ketentuan peratu

__u__r.:p:_ﬁ_:r setempat,
danfatan koperasi.P . .
PBupati/Walikota kepada camal  sesual
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perundang-undangan. Untuk dapat memperoleh  IPR  tersebut. maka
pemohon  wajib  menyampaikan  surat permohonan  tertulis  kepada
Bupati/walikota.

5.  Luas Wilayah Pemberian IPR

Adapun mengenai luas wilayah untuk pemberian lzin Pertambangan
Rakyat, ketentuan Pasal 68 (1) UU No.4 Tahun 2000 menyebutkan, bahwa
luas wilayah untk | (satu) IPR yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:

a. Perseorangan paling banyak | (satu) hectare:

b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 {lima) hectare;

¢. Koperasi paling lama 10 (sepuluh) hectare,

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang kembali untuk jangka waku yang sama.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemerintah tidak hanya
memberikan izin saja, akan tetapi Juga wajib melakukan pembinaan
kepada wvang diberi IPR. Untuk ity pemerintah  kabupaten/kota
melaksanakan  pembinaan i bidang  pengusahaan,  teknologi
pertambangan. serta permodalan  dan pemasaran  dalam  usaha
meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakvat, agar mulai dari
proses sampai pada pemasaran hasil pertambangan dapat dimanfaatkan
hasilnya oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Di samping itu Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab
terhadap pengawasan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang
meliputi:

a. Keselamatan dan kesehatan kerja:

b. Pengelolaan lingkungan hidup, dan

¢. Pasca tambang,

Untuk  melaksanakan  pengawasan  dalam bidang  teknis
pertambangan, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan mengangkat pejabat

6Ol

i : atur
[ungsional  inspektur tambang sesuai dengan ketentuan  pel

i int
_.._n_._._:mm:m.:_.am:mm:.c::_r pelaksanaan  di _wnm:mamﬁ pemerini
kabupaten/kota kemudian membuat peraturan daerah (Perda).

7. Sanksi . )
Ketentuan pengaturan terkait dengan sanksi dalam peraturan daer:

berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang _Hf_n._:_
|2 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

HY
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Kegiatan pertambangan rakyat yang tersebar di hampir semua Wilayah Pesisir, Jumnal Hukum, Nomor 1, Vo
kabupaten di Provinsi Gorontalo telah dilakukan oleh masyarakat di daerah S,

ini untuk jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu keberadaan naskah
m___.".nﬂ_m:u ik ini &:mqm._urm: ,%EE mengatur _ﬁmvnﬁuummﬁ pertambangan rakyat Bara di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

ini. Dengan demikian diharapkan akan menjadi sebuah pertambangan e Bugi Rakyat
rakyat yang legal secara hukum. Melalui kebijakan ini pula diharapkan Philipus Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum Bag

akan meminimalisir resiko tefjadinya pencemaran ataupun kerusakan Indonesia, Peradaban. Surabaya.

lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

(atot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan B
(M 3

B. Saran

I. Perlu ada sebuah kebijakan yang tepat untuk mengubah status
pertambangan rakyat tanpa izin tersebut menjadi pertambangan
rakyat yang legal dan berorientasi kepada masvarakat setempat:

2. Perlu mendata konflik dan  mencari  solusi  konflik-konflik
pertambangan rakyat. baik konflik yang berakar dari klaim hak
kepemilikan ataupun konflik yang timbul dari dampak-dampak
pertambangan;

3. Segera mendata dan  mempersiapkan program  pembinaan
Pertambangan Emas Tanpa lzin yang disusun secara partisipatif
termasuk masalah pengendalian lingkungan hidup.
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umber daya alam adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

perlu dikelola dengan baik, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan taraf hidup manusia. Sumber daya alam baik
mineral maupun batubara adalah salah satu jenis kekayaan alam
yang tidak dapat diperbaharui keberadaannya, sehingga
pengelolaan yang tidak arief dan bijak dapat mengakibatkan
habisnya sumber kekayaan alam tersebut di masa yang akan
datang. Oleh sebab itu sangat diperlukan komitmen bersama dalam
mengelola serta mengusahakan sumber daya alam ini untuk
keberlanjutannya.

Pertambangan rakyat yang dilakukan secara illegal, berpotensi
yang cukup besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya
tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi
untuk terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang
berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Kondisi ini jika
dibiarkan akan berpotensi timbulnya dampak negative bagi
masyarakat. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya harus mendapatkan
perhatian yang serius sejak awal dari berbagai pihak, sebelum
terjadinya dampak negative yang lebih besar.

Keberadaan buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa
untuk dapat memahami persoalan yang terkait dengan
pertambangan rakyat, serta akibat yang dapat ditimbulkan, jika
pertambangan rakyat dilakukan secara illegal.
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